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Kenaikan Pilihan Fungsional dengan kelengkapan berkas dibawabh ini:
1. SK CPNS !
SK PNS
SK KP TERAKHIR
- SKP 2 Tahun Terakhir
[JAZAH TERAKHIR
TRANSKRIP NILAI
PENILAIAN ANGKA KREDIT
Apabila IJAZAH baru di nilai dalam Penilaian Angka Kredit (PAK)
maka perlu melampirkan
IJIN BELAJAR dan KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR
. SK JABATAN FUNGSIONAL LAMA DAN BARU
10. Untuk GURU perlu ditambah:
a. INPASING Guru
b. SERTIFIKAT PENDIDIK
11. Bagi PNS yang mempunyai SK Pemberhentian Sementara dari
" Jabatan Fungsional dan pengangkatan Kembali dalam Jabatan
12. Untuk Fungional Tenaga Kesehatan / lainnya perlu ditambah
SERTIFIKAT UJI KOMPETENSI
13. Untuk PNS yang sedang Tugas Belajar maka perlu melampirkan
SK TUGAS BELAJAR

® NN R WN

Sistim,
Mekanisme dan
Prosedur

10.

. BKPPD membuat surat pemberitahuan kepada masing-masing OPD

tentang usulan kenaikan pangkat;

Melakukan Rekon Data Nominatif Usul Kenaikan Pangkat;

OPD mengirim Daftar Nominatif beserta file berkas persyaratan usul
Kenaikan Pangkat ke BKPPD;

BKPPD menerima dan memverifikasi file berkas Usul Kenaikan
Pangkat yang telah dikirim oleh OPD melalui email.

BKPPD mengentry data usul KP ke aplikasi SAPK / SiASN dengan
didahului peremajaan data SAPK;

Berkas dengan Status BTL dan TMS dikembalikan ke SKPD. Untuk
berkas BTL agar segera dilengkapi untuk dapat diproses Usul Kenaikan
Pangkatnya

Usul kenaikan Pangkat yang dinyatakan lengkap dan telah diremajakan
ke dalam SAPK dikirim ke Kanreg I BKN Yogyakarta untuk UKP
Golongan Ruang III/d ke bawah dan melalui BKD Provinsi Jawa,
Tengah untuk UKP Golongan Ruang Iva ke atas. |
Melengkapi berkas Usul Kenaikan Pangkat yang telah diverifikasi oleh
BKN vyang dinyatakan Berkas Tidak Lengkap (BTL) dan
mengembalikan berkas yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
(TMS).

Mencetak Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat (NPKP) bagi Usul yang
telah diverifikasi oleh BKN yang dinyatakan memenuhi syarat (ACC)
untuk dapat dicetak Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS.
Mencetak SK Kenaikan Pangkat Bagi usul KP yang telah mendapatkan
Nota Persetujuan dari BKN yang di tandatangani oleh Bupati










